
 

BUPATI GUNUNGKIDUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR  6  TAHUN 2018 

TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN DAN 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk 

pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan 

secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib 

pelaksanaan penyusutan arsip sektor perkonomian 

dan urusan pemerintahan daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu disusun 

Jadwal Retensi Arsip; 

b. bahwa Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor 

Perekonomian dan Urusan Pemerintahan Daerah  

telah disetujui oleh Kepala Arsip Nasional   Republik 

Indonesia dengan surat persetujuan Nomor: B-

PK.02.09/13/2018 tentang Persetujuan Jadwal 

Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Gunungkidul; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal 

Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian dan 

Urusan Pemerintahan Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071);  



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 

1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);  

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Perekonomian Urusan Pertanian (Berita Negara 

Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 1275); 

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan (Berita 

Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 1276); 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor1277) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57); 

 

 



7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan 

(Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 

661); 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal 

(Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 

662); 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian (Berita 

Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 664); 

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesi 

Tahun 2014 Nomor 666); 

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2088); 

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan 

Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesi 

Tahun 2015 Nomor 116); 

13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan 

Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesi 

Tahun 2015 Nomor 117); 

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesi Tahun 2015 Nomor 874); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2016 Nomor 6); 

 

 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP 

SUBSTANTIF SEKTOR PEREKONOMIAN DAN URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

2. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah 

Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang 

kearsipan. 

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang dibuat dan diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

4. Arsip substantif adalah arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi 

Pemerintah Daerah. 

5. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara 

pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, 

pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip 

statis kepada lembaga kearsipan. 

6. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya 

bagi kepentingan pengguna arsip. 

7. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip 

bagi kepentingan Perangkat Daerah. 

8. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan 

arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan 

kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan 

memori kolektif bangsa. 

9. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan 

keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana 

organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, 

dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa 

kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu 

informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan 

sejenisnya.  

 



10. Jenis Arsip adalah arsip atau dokumen yang ditata sesuai dengan sistem 

pemberkasan atau dikelola oleh suatu unit, sebagai hasil dari suatu 

akumulasi yang sama atau proses pemberkasan, atau aktivitas yang 

sama, memiliki suatu bentuk khusus, atau karena beberapa kaitan lain, 

yang timbul karena penciptaan, penerimaan, atau penggunaannya. 

11. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan 

terhadap suatu jenis arsip. 

12. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 

berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis 

arsip, dan keterangan dinilai kembali yang berisi rekomendasi tentang 

penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan atau dipermanenkan yang 

digunakan sebagai pedoman penyusutan. 

13. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit 

Pengolah. 

14. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit 

Kearsipan/Pusat Arsip. 

15. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis 

arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis 

dan tidak memiliki nilai guna lagi. 

16. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu 

jenis arsip memiliki nilaiguna sekunder atau nilaiguna permanen, wajib 

diserahkan kepada LKD sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

17. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

19. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

Pasal 2 

(1) Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian dan Urusan 

Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 

dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan arsip. 

(2)  Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian dan Urusan 

Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 

bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip 

yang berkaitan dengan arsip Sektor Perekonomian dan Urusan 

Pemerintahan Daerah. 

 

 

 

 

 



BAB II 

RUANG LINGKUP  

Pasal 3 

Jenis Arsip substantif Sektor Perekonomian dan Urusan Pemerintahan Daerah 

meliputi: 

a. arsip urusan pertanian; 

b. arsip urusan perdagangan; 

c. arsip urusan perhubungan; 

d. arsip urusan kelautan dan perikanan; 

e. arsip urusan penanaman modal; 

f. arsip urusan perindustrian; 

g. arsip urusan lingkungan hidup; 

h. arsip urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah; 

i. arsip urusan komunikasi dan informatika;  

j. arsip urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 

k. arsip urusan perencanaan pembangunan daerah; dan 

l. arsip urusan pemerintahan daerah. 

Pasal 4 

(1) JRA Substantif sektor perekonomian dan Urusan Pemerintahan Daerah  

memuat jenis arsip, retensi, dan keterangan. 

(2) Ketentuan mengenai JRA  sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 

BAB III 

JADWAL RETENSI ARSIP 

Pasal 5 

(1) Retensi arsip untuk arsip substantif sektor perekonomian dan urusan 

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif. 

(2) Dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria 

sebagai berikut: 

a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan 

pertanggungjawaban di unit pengolah; dan 

b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit 

kerja terkait dan kepentingan Perangkat Daerah. 

(3) Retensi Aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok 

masalah pada naskah selesai diproses. 

(4) Retensi Inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya. 

 



Pasal 6 

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat 

rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau 

dipermanenkan. 

(2) keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai 

kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan: 

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip 

tersebut tidak memiliki nilai guna primer dan nilai guna sekunder; dan 

b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna 

kesejarahan; dan  

c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap 

berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan. 

 

BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul.  

 

     Ditetapkan di Wonosari  

     pada tanggal 26 Januari 2018 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

 

                    ttd 

 

BADINGAH 

 

Diundangkan di Wonosari 

pada tanggal 26 Januari 2018 

 

    SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 

  

      ttd 

 

        DRAJAD RUSWANDONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR  6 


